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Perihal . Imbauan terkait Kampanye Rapat Umum
Kepada Yth:

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kota Padang

(Daftar Terlampir)

Dengan hormat,
Pertama sekali kami do’akan semoga bapak/ibu berada dalam keadaan sehat wal afiat

dan sukses dalam pelaksanaan tugas. Sehubungan telah berjalannya tahapan
6 kampanye Pemilu tahun 2024, khususnya telah masuk jadwal Kampanye Pemilihan
Umum melalui metode rapat Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal
Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024. Adapun Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode
Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 21 Januari

2024 sampai dengan 07 Februari 2024.

I. Dasar Hukum
1. Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

berbunyi:
1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan
' dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f.
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan, i. membawa atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta
Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
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2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang

wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada

mengikutsertakan: a. Ketua,
peradilan di bawah

Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan
Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua,
wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi

gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris,

dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat

i pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota

sebaga
k Indonesia; h.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republi
kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai
pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf ¢, huruf f, huruf

. g, hurufi, dan hurufj, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu

2. Pasal 281 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

berbunyi:
1) Kampanye Pemilu yang mengikutserta
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota

kan Presiden, Wakil Presiden, menteri,

harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,
kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar
tanggungan negara.
2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas
. penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

3. Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b.

pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial;

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g.

rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu

Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf
f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran
pendapatan dan belanja negara.

3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang

Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf g.

2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. lapangan; b. stadion; c. alun-alun; atau d. tempat terbuka lainnya.

3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan
berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari
dan waktu ibadah di daerah setempat”

. Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang

Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
tingkatannya.

2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia tingkat daerah.

3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a.
Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat kegiatan; e. nama pembicara; f. tema materi
Kampanye Pemilu; g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye
Pemilu; h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan i.
penanggung jawab.

5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga
Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam

Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.”
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6. Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
"Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor
secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya
dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu

lintas.”

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dalam tahapan kampanye, maka
kami dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Padang mengimbau
dan meminta kepada bapak/ibu dan jajaran sebagai berikut:

1. Untuk memperhatikan dan mentaati peraturan di atas;

2. Mensosialisasikan imbauan ini kepada para calon Anggota Legislatif Partai Politik
bapak/ibu masing-masing

3. Mensosialisasikan kepada para pelaksana, dan tim kampanye serta relawan
Partai Politik bapak/ibu masing-masing

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama

bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.
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Lampiran
Surat Nomor

Tanggal

: 067/PM.02.00/K.SB-14/01/2024
: 24 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KAB/KOTA

NO

PARTAI POLITIK

Partal Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai NasDem

Partai Buruh

Partal Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

10.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

1.

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

12.

Partai Amanat Nasional (PAN)

13.

Partai Bulan Bintang (PBB)

14.

Partai Demokrat

15.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18.

Partai UMMAT
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